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dapat memperkirakan dengan lebih akurat hasil dari pengembangan dan 

pengelolaan potensi lokal. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membuat skala 

prioritas dalam merencanakan pembangunan sehingga pelaksanaannya dapat 

berjalan dengan lancar atau tidak berhenti di tengah jalan. Dengan kata lain, 

pemerintah daerah dalam menyusun anggaran belanja disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan daerah yang riil. 

4. Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang berada di kuadran IV, perlu 

melakukan upaya-upaya khusus yang menyentuh penataan berbagai aspek untuk 

mengembangkan potensi lokal yang nantinya dapat menjadi sumber peningkatan 

PAD. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut perlu 

memperhatikan berbagai aspek, seperti kualitas SDM, sarana dan prasarana dasar 

serta pendukungnya. 

5. Menambah objek penelitian dengan melibatkan Kabupaten/Kota di propinsi-

propinsi lain yang ada di Indonesia, khususnya propinsi di luar Pulau Jawa. 

6. Menambah periode pengamatan supaya memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai penerimaan PAD dan kemampuan keuangan daerah 

antara sebelum dan sesudah otonomi daerah. 
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